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DNIMBANG 

MENGINGAT 

MENETAPKAN 

PERATURAN MENT :m I KES .t;HATAN HEPUBLIK INDOI'f.ri:S IA 

NOMOR 28/MEN .KES/PB R/I/1978 

TE NTANG 

PENYIMPANAN NARKOTIKA 

MENTEIU KESEHATAN HEPUBLIK INDmTESIA, 

a. bahwa penyimpa.nan narkotika perlu dian:ankan dari keml,lllgkinan ter

jadinya pencurian, penyelewencan, pembongkaran atau perampokan; 

b. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan peraturan penyimpe.nan nar

kotika seba~i pelaksanaan pasal 16 Undar~-undanc Nomor 9 Tahun 

1976 tentang Narkotika. 

: 1. Undang-undan& Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan 

(Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 2068); 

2. Undang-undang Hornor 7 Ta.hun 1963 tentang Farmasi · (Lembaran Negara . 

Tahun 1963 Nomor 81, '.('aaiba.11.a.n Lembaran. Negara N'omor· 2580); 

J. Undang-Qndang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lem~,ran 

Negara Tahun 1976 Nomo:r 37, . Tambahe.n ~,embat'an Nega~ Nomor }086); 

4. Keputusan Preaiden ,1epublik Indonesia. Nomor -44 Tahun 1974 te1itang 

Pokok-pokok Organisasi Departemen; 

5. Keputusan Presiden Hepublik Indonesia. Nomor 45 Tahun 1974 tentnng 

Susunan Organisasi Departemen. 

M E il U T U S K A N 

PERATURAN i~1ENTEE.I KESEHATAN REPUBLIK INtatr~:SIA Tr.:NTANG PENYIMPANAN 

NA ,tl<OTIKA. 

B A "B I ......... .. ... " .. 
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BAB 

KETENTUAN 

Po. so. l 

I 

UMUM 

1 

Yo.ng dirrnksud dal~m Pernturan Ment eri Kesehntan ini dengo.n 

a. " Pe dagang besar farrnasi, pabrik fnrmasi clan dokter11 o.dalah sebagaimana 

yang dimaksud dalam pusal 1 Undnng-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang 

Narkotika; 

b. 11Importir11 adalo.h perusahaan yang memiliki izin khusus impor se baga imana 

yang qimaksud dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Nar

kotika; 

c. "Lembaga 11 adal ah l embaga ilmu p~ngetahuan, l embaga pondi dikan dan lembaga 

rehabilitasi; 

a. "Apotik" a dalah apotik sebat;a imana . yant; dimaksud da l am Peraturan Pem~- · 

rintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apo tik ; 

e. 11Rumah Saki t " a dalah rumah saki·t pemerintah dan rumah saki t swasta; 

f. "Unit pergudangan11 a da la,h sarana penyimpanan perbekalan kesehatan milik 

pemerintah yang memiliki izin khusus; 

g . "Puskesmas" adalah unit pelayanan kes ehatan rnasyarakat t erintegrasi yang 

berfungsi memberikan pelayanan kesehatan, perawatant penyuluhan dan tinda

kan kearah penanggulangan venyakit menular; 

h. 11 Izin khusus" 'a.dalah izin khusus sebae a i rna na y:rng dimaksud dalam pasal 5 

ayat (2) Undane-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentane Na rkotika; 

i. "Mente ri" adalah Ment eri Ke s ehatan Republik Indone sia . 

Pasal 2 

Instalasi kesehatan yang di persamakan dengan puskesmas adalah balai kesejah

teraan ibu dan anak, bal a i pengobatan dan rumah bersalin. 

BAB II PENYIMPANAN 
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BA B II 

PENYI M PA NAN 

Pasal 3 

(1) Importir, pedagang besar farmasi, pabrik farmasi dan unit pergudangan 

harus mempunyai gude.ng khusus untuk menyimpan narkotika. 

(2) Gudang yang dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai 

berilcut 

a. dinding dibuat dari tembolc dan hanya mempunyai satu pintu dengan 2 (dua) 

buah kunci yane lcuat dengan merek yan~ berlainan; 

b. langit-langit dan jendela dilengkapi den[_Sa.n jeruji besi; 

c. dilengkapi denga.n lemari besi yang be ratnya tidak lcurang dari 150 kilo

gram dan mempunyai kunci yang kuat. 

Pasal 4 

(1) Importir, pedagang besar farmasi , pa brik farmasi dan unit pergudangan 

harus menyimpan narkotika di dalam gudnng seba~aimana yang dirnaksud dalam 

pnsal 3 dan dikunci dengan baik . 

(2) Bahan baku narkotika dan sediaan-sediaan morfina , pe tidina dan garam- gnram

nya harus disimpan dalam lemari besi seperti yang tercantum pada pasal 3 

ayat (2) c dan dikunci dengan baik. 

(3) Gudang dan lemari tidak boleh digunakan untuk menyimpan barang selain nar

kotika, kecuali ditentukah lain oleh Menteri. 

(4) GudQng yang tercantum dalam pasal 3 tidak boleh dimasuki oleh orang lain 

tanpa izin penanggung jawab. 

(5) Anak kunci gudang dan anak kunci lemo.ri besi dikuasai oleh penanggung jawab 

atau pegawai lain yang dikuasakan o 

Pasal 5 

(1) Apotik dan rumah sakit harus memiliki tempat khusus untuk menyimpan nar

kotika 

(2) Tempat •o•••••••• ••• 

, 
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(2) Tempnt khusus pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut 

a. harus dibuat seluruhnya dari kayu atau bahan lain yang kunt; 

b . harus mempunyni kurtci yang kuat; • 
c. dibagi dua m- sing- masing den5an kunci yane; berlainan; bagian pertar::ia. .di

perguna.knn untuk nonyinpan QOrfinn, pe tidinn dan Ga ran-Gnra.nnya ~erta 

persediaan narkotika; bae;ian kedua dipe rgunakan untuk menyimpan narko

tika lainnya yang dipnkai sehari- hari; 

d. apabila tempat khusus terse but berupa lemari berukuran kurang dari 40 x 

80 x 100 cm, maka lemari tersebut ha rus dibnut pada tembok atau lantai. 

Pa sal 6 

(1) Apotik dan rumah sakit harus menyi mpan narkotika dalam tempat khusus se

bagaimana yane; di maksud do. l am pa sal 5 dan harus dikunci dengan baik; 

(2) Lemari khusus tidak boleh diper gunakan untuk menyimpan bara.ng lain selain 

narkotika, kecuali ditentukan lain oleh iilenteri . 

(3) Anak kunci lemari khusus harus dikuasai oleh penanggung jawab atau pegawai 

lain yang dikuasalcan . 

(4) Lernari khusus hnrus ditaruh ditempat yang aman dan tidak terlihat oleh 

umum. 

Pasal 7 

Ruangan perawatan di rumah sakit, lembaga dan puskesmas harus memiliki tempat 

untuk menyimpan narkotika dengan persyaratan sebagai berikut 

a . dibuat seluruhnya dari kayu atau bnhan lain yang kuat; 

b . mempunyai kunci yang kuat ; 

c. kunci harus dikuasai oleh penan3gunc jawab atau peeawai lain yang dikuasa

kan; 

d . tempat menyimpnn harus aman dan tidak torlihat oleh umum. 

Pasal 8 

Dokter harus menyimpan narkotika da lam satu tempat yang mempunyai kunci dan 

kuncinya d.ikuasai oleh dokter t ersebut . 

BAB III ••••••••••• c 
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B .A B III 

NARKOTI KA YANG RUSAK 

Pasal 9 

(1) Pemegang izin khusus, apoteker pimpino.n apotik dan dokte r dapat memusnah

kan narkotilm yang rusak o. t nu tidak memenuhi syarat lagi. 

(2) Pemusnahan na rkotika yc.ng t el ah ruso.~ ho.rus disaksikan oleh 

a . petuga s Direktorat Jende ral Penc:awasan Obat c1o.n Mo.kanan untuk importir, 

pabrik farmo.si dan unit pergudangan pusat ; 

b . petugas Kantor Vlilayah Departemen Keseha to.n untuk pe c~agang besar farma si 

penyalur narkotika , l embo.go. dan. unit pe r gudangan propinsi ; 

c. petugas Di nas Kesehatan Daerah Ti ngknt II untuk o.potik , rumah sakit, 

puskesma s dan dokte r. 

(3) Pemegang i zin khusus , apoteker pi mpinan apo tik ato.u dokter yang memusnah

kan narkotilrn. ha rus membuat beri ta acara pemusnahan po.line; sediki t rangkap 

3 ( ti e;a) o 

( 4 ) Be ri t a acara pemusno.hnn memuat : 

o.. hari, tange;al, bulan dan tahun pemusnaha n; 

b . nama pemegang izin khusus, apoteker pimpinan apotik ata u dokter pemilik 

narkotika ; 

c • 110.ma seoran13 saksi dari pemcr i ntah dan seore.ng saksi lain dari perusaha-

ah atQU badan terse but ; 

d . no.ma dan juml ah narkoti ka yang di musnahkan ; 

e . cara pemusnahan ; 

f . tanda t angan penanggung j awab apotik/ pemef,anG izin khusus, dokt er pe

milik narkotika do.n saksi- saksi . 

(5) Be rita acnra tersebut harus di kirimkan kepado. : 

a . Direktorat J enderal Pengawasan Obo.t c1a n Mako.nan; 

b . Kantor Wilo.yah Depo.rtemen Keseho.tan propinsi setempat. 

Bl\B IV • o • • • • • • • o • o •• 


